PASAL-PASAL YANG MENYANGKUT TINDAK PIDANA PEMILU TERKAIT TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI LUAR NEGERI
(UNDANG-UNDANG NOMOR 10/2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH), ANTARA LAIN:
a) Pasal 286 
: Menjanjikan dengan uang atau materi  agar seseorang pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu
b) Pasal 287
:Ancaman dan kekerasan untuk menghalangi pemilih menggunakan haknya
c) Pasal 288
: Perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai
d) Pasal 289
: Mengaku dirinya sebagai orang lain
e) Pasal 290
: Memberi suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS (LN)
f) Pasal 291
: Menggagalkan pemungutan suara
g) Pasal 292
: Majikan/Atasan tidak memberikan izin pada pekerjanya untuk menggunakan hak pilih
h) Pasal 293
: Merusak hasil pemungutan suara yang sudah disegel
i) Pasal 294
: Ketua dan anggota KPPSLN dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti (satu kali) atau tidak mencatat surat suara yang rusak
j) Pasal 295
: Dengan sengaja memberitahukan pilihan seorang pemilih kepada orang lain

k) Pasal 297
: Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu
l) Pasal 298
: Mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara
m) Pasal 300
:Setiap orang yang dengan sengaja merusak,menggangu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu
n) Pasal 301
: Ketua dan anggota KPPSLN dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu
o) Pasal 302
: KPPSLN tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan, sertifikat hasil penghitunggan suara kepada saksi peserta pemilu dan Waslu LN
p) Pasal 303
: KPPSLN tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, atau tidak menyampaikan surat suara,berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN pada hari yang sama.

